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PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

NOMOR  7  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2010 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran 
antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta 
keadaan yang  menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka 
perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,      
perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun     
Anggaran 2010; 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah      diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 
 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34  Tahun 
2000  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997  tentang  Bea  Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Kepulauan  Bangka Belitung  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
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Undang-Undang  Nomor 17  Tahun 2003  tentang Keuangan  Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan     dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik     Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) 
sebagaimana telah     diubah kedua kalinya  dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor  59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan     
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara        
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah      
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan    dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara     Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan        
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4614); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler   dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4659); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan       
Atas Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
35); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung  Tahun 2008 Nomor 1 Seri  E); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri  D); 
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Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri  D); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Infektorat, Badan Perencaan 
Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri  D); 
 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 
 

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2010 

 
 

Pasal 1 

 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah 
Rp.1.108.197.336.214,60 berkurang sejumlah Rp. 63.843.339.858,92 sehingga 
menjadi Rp.1.044.353.996.355.68 dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan
a. Semula 885,280,463,641.79Rp         
b. Bertambah/(berkurang) (81,049,481,056.86)Rp          
    Jumlah Pendapatan setelah 
perubahan 804,230,982,584.93Rp          

2. Belanja
a. Semula 1,108,197,336,214.60Rp      
b. Bertambah/(berkurang) (63,843,339,858.92)Rp          
    Jumlah Belanja setelah 
perubahan 1,044,353,996,355.68Rp       

(240,123,013,770.75)Rp         

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
     1). Semula 247,916,872,572.81Rp         
     2). Bertambah/(berkurang) 16,212,864,305.94Rp           
    Jumlah Penerimaan setelah 
perubahan 264,129,736,878.75Rp          

b. Pengeluaran
     1). Semula 25,000,000,000.00Rp           
     2). Bertambah/(berkurang) (993,276,892.00)Rp               
    Jumlah Pengeluaran setelah 
perubahan 24,006,723,108.00Rp            

240,123,013,770.75Rp          

-Rp                                     

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan
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Pasal 2  
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
 

a. Pendapatan Asli Daerah
a. Semula 267,241,983,243.03Rp         
b. Bertambah/(berkurang) 29,979,257,084.90Rp           
    Jumlah Pendapatan Asli 
daerah setelah perubahan 297,221,240,327.93Rp       

b. Dana Perimbangan
a. Semula 618,038,480,398.76Rp         
b. Bertambah/(berkurang) (112,028,738,141.76)Rp        
    Jumlah Dana Perimbangan 
setelah perubahan 506,009,742,257.00Rp       

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
     1). Semula -Rp                                    
     2). Bertambah/(berkurang) 1,000,000,000.00Rp             
    Jumlah Lain-lain pendapatan 
daerah yang sah setelah 
perubahan 1,000,000,000.00Rp           

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

 
 
 

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan: 

 
 

a. Pajak Daerah
a. Semula 239,377,706,340.00Rp         
b. Bertambah/(berkurang) 26,969,014,934.00Rp           
    Jumlah Pendapatan Asli 
daerah setelah perubahan 266,346,721,274.00Rp       

b. Retribusi Daerah
a. Semula 2,420,850,000.00Rp             
b. Bertambah/(berkurang) 66,242,000.00Rp                  
    Jumlah Retribusi Daerah 
setelah perubahan 2,487,092,000.00Rp           

c. Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan
     1). Semula 793,513,112.30Rp                
     2). Bertambah/(berkurang) 1,000,000,000.00Rp             
    Jumlah hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisah 
setelah perubahan 1,793,513,112.30Rp           

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
a. Semula 24,649,913,790.73Rp           
b. Bertambah/(berkurang) 1,944,000,150.90Rp             

    Jumlah lain-lain pendapatan 
asli daerah setelah perubahan 26,593,913,941.63Rp         

 
 
 
 
 
 
 


